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ABSTRAK 

 

Nama : Harbert Kay Shan Zebua 

NPM : 2013310001 

Judul : Rekrutmen dan Kaderisasi Perempuan Dalam Partai Politik  

  (Studi Kasus: DPC/DPD Partai Politik Kota Bandung) 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis proses rekrutmen dan kaderisasi 

perempuan terhadap lima partai politik di kota Bandung sesuai dengan amanat 

Undang-Undang No 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik serta PKPU Tentang Pencalonan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi 

Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota yang mencakup proses 

perekrutan sumberdaya perempuan untuk bergabung kedalam partai politik, 

sistem kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik untuk mempersiapkan 

anggota maupun kader perempuan dalam partai untuk memenuhi kuota 30% 

pencalonan sebagai anggota legislatif dan mempunyai modal baik secara sosial, 

politik, dan kemampuan untuk berkiprah di ranah politik yang disusun dan 

diintegarasikan kedalam AD/ART sebuah partai politik, serta mengetahui faktor-

faktor yang mempengaruhi rendahnya perempuan dalam lembaga legislatif. 

Pendekatan sistem politik David Easton serta pendekatan logic model McLaughlin 

dan Jordan akan digunakan sebagai alat analisis dalam penelitian ini.  Tipe 

penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Pada tahapan kualitatif 

diambil sebanyak 20 informan yang terdiri dari pengurus partai, anggota DPRD 

Kota Bandung, serta pengurus organisasi sayap partai politik. Pemilihan topik 

penelitian ini didasari oleh isu rendahnya perempuan dalam melakukan politik 

praktis, terutama dalam lembaga legislatif yang menjadi media untuk pembuatan 

kebijakan, terlebih dalam pembuatan kebijakan yang mengarah pada pemenuhan 

kebutuhan perempuan. 

       Hasil penelitian ini menunjukkan rekrutmen dan kaderisasi terhadap 

perempuan berdampak pada peningkatan jumlah anggota perempuan sebagai 

anggota partai dan faktor non partai politik yang menjadi penghalang perempuan 

berkiprah di dunia politik. 

Kata Kunci: Rekrutmen, Kaderisasi, Faktor. 

 



ABSTRACT 

 

Name : Harbert Kay Shan Zebua 

NPM : 2013310001 

Title : Recruitment and Cadreization of Women in Political Parties 

 (Case Study: DPC / DPD Political Party of Bandung) 

 

This research is appointed to analyze the recruitment process and women cadre 

recruitment in five different political parties in Bandung according to the 

Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang 

Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik, and also PKPU Tentang 

Pencalonan Anggote Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Provinsi Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota which 

includes the process of the recruitment of women resources to join the political 

party,  the cadre recruitment system that political party does to prepare their 

members or their women cadres inside the party to fulfill the 30% of quota of the 

nomination as the legislative members and has capital either in social, political, 

and the ability to perform in the political realm which has been arranged and 

integrated into AD/ART of a political party, also to know acknowledge any factors 

that affects the low level of women in the legislature. 

The political system approach made by David Easton, also the logic model 

approach by McLaughlin and Jordan will be used as the tools to analyze of this 

research. The approach-type which was used is ‘qualitative research’. In the 

phase of qualitative, 20 informants were taken, which consisted of the executive 

board of the party, members of the DPRD Kota Bandung, and also the the 

executive board from the wing political party. This topic was selected based on 

the issue of the low level of women performing the political practices, especially 

in the legislature  which is act as the media to create public policies, therefore in 

the making of policies that goes to fullfil women needs. 

The Result of this research shows the recruitment and cadre recruitment to the 

impact on increasing the number of female members as party members and 

external factors that prevent women from taking part in political world. 

Keywords: Recruitment, Cadre Recruitment, Factors. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Isu kesetaraan gender merupakan sebuah isu yang sangat kompleks. 

Hingga saat ini perbedaan kedudukan perempuan dan laki-laki masih dapat 

ditemukan baik dalam lembaga legislatif maupun eksekutif. Peran 

perempuan relatif masih kurang dalam keterlibatan mereka pada 

pengambilan keputusan yang mempengaruhi hak dan kepentingan 

perempuan. Partisipasi perempuan dalam politik merupakan sebuah sarana 

agar perempuan tampil sebagai pembuat kebijakan (policy maker) yang 

dapat memberikan kontribusi pada kesetaraan gender dan dalam kehidupan 

berdemokrasi. Salah satu media bagi perempuan untuk berkontribusi dalam 

memproduksi kebijakan yang responsif gender ialah dengan ikut aktif 

kedalam praktik politik dengan menduduki jabatan-jabatan politik di pusat 

pemerintahan, maupun di berbagi daerah provinsi, kota, kabupaten. 

 

 

 



Konstruksi sosial perempuan yang berbeda adalah poin penting agar 

perempuan terwakili dalam ranah politik. Perempuan memiliki pengalaman 

dan kepentingan berbeda, bahkan dalam beberapa aspek bertentangan, 

dengan laki-laki yang tidak dapat sepenuhnya mewakili kepentingan 

perempuan.1 

Salah satu media yang dapat membantu perempuan untuk menduduki 

jabatan politik adalah dengan ikut serta dan bergabung dengan salah satu 

partai, sederhananya, perempuan akan lebih memiliki kesempatan yang 

besar menjadi aktor politik dengan berpartai politik, baik itu sebagai kader 

maupun sebagai pengurus partai. Pemerintah telah memberlakukan 

kebijakan afirmatif (affirmative action). Kebijakan afirmatif adalah 

kebijakan yang bertujuan agar kelompok/golongan tertentu (gender ataupun 

profesi) memperoleh peluang yang setara dengan kelompok/golongan lain 

dalam bidang yang sama. Bisa juga diartikan sebagai kebijakan yang 

memberi keistimewaan pada kelompok tertentu. Dalam konteks politik, 

tindakan afirmatif dilakukan untuk membantu perempuan mendapatkan 

kesempatan dan peluang yang sama dengan laki-laki.2  

Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 tahun 2011 tentang 

Partai Politik yang merupakan pembaharuan dari Undang-Undang Nomor 2 

tahun 2008 mengatur bahwa partai politik harus melakukan rekrutmen dan 

                                                           
1W. R. Institue, ‘Keterwakilan perempuan di parlemen’ http://wri.or.id/editorial/361-keterwakilan-

perempuan-di-parlemen#.V86oQU197IU (diakses pada tanggal 6 September 2016 pkl 20.01) 
2 ‘Affirmative Action’ http://www.hukumonline.com/klinik/detail/cl6904/affirmative-action 

(diakses pada tanggal 6 September 2016 pkl. 20.20 Wib) 
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kaderisasi terhadap para kader partai. Dalam pasal 4 tercantum bahwa 

sebuah partai politik menyusun anggaran dasar yang berisikan tentang 

mekanisme rekrutmen keanggotaan partai dan sistem kaderisasi, 

mengharuskan partai politik melakukan rekrutmen terhadap warga negara 

Indonesia dengan tahapan seleksi kaderisasi yang demokratis.3 

Menurut Carl J. Fiedrich dalam Miriam Budiardjo mendefinisikan A 

political party is a group of human beings,stably organized with the 

objective of securing or maintaining for its leaders the control of a 

government, with the further objective of giving to members of the party, 

through such control ideal and material benefits and advantages”4 partai 

politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan 

tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan 

dengan menempatkan para anggota partai melalui kontrol yang tepat yang 

akan memberikan manfaat serta keuntungan bagi partai politik. 

Menurut Miriam Budiarjo5, salah satu fungsi dari partai politik adalah 

melakukan rekrutmen politik dengan tujuan untuk meregenerasi 

kepemimpinan dalam sebuah partai, sekaligus memperluas dan 

memperbanyak keanggotannya. 

Selain memenuhi kewajiban untuk melakukan rekrutmen dan 

kaderisasi, sebuah partai politik juga memiliki tugas untuk memenuhi kuota 

pencalonan perempuan dalam pemilihan legislatif. Hal tersebut menjadi 

                                                           
3 Undang-Undang Partai Politik No. 2 Tahun 2011 
4 M. Budiarjo, Dasar-Dasar Ilmu Politik  (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008) hal 404 
5 Ibid  408 



perkerjaan rumah bagi partai politik dimana disatu sisi harus melakukan 

rekrutmen dan kaderisasi terhadap sumberdaya perempuan sekaligus 

mempersiapkan mereka, salah satunya untuk dapat memenuhi kuota 

pencalonan sebagai anggota legislatif yang telah ditetapkan dalam undang-

undang. Peran partai politik sangat besar dalam melakukan pengkaderan 

terhadap para anggotanya. 

Dengan disahkannya PKPU Nomor 7 Tahun 2013 semakin memperkuat 

bahwa pemerintah peduli terhadap rendahnya perempuan dalam lembaga 

legislatif. Upaya lain yang dilakukan oleh pemerintah yang berhubungan 

dengan mengupayakan perempuan dalam menduduki jabatan politik ialah 

dengan menerapkan pola Zipper System. Zipper System adalah sistem yang 

mengatur bahwa setiap 3 bakal calon terdapat sekurang-kurangnya satu 

perempuan diantaranya. Contoh dari penerapan zipper system tersebut, jika 

suatu partai politik menetapkan bakal calon nomor urut 1 hingga 3, maka 

satu di antaranya harus seorang bakal calon perempuan. Seorang perempuan 

harus diletakkan pada nomor urut 1,2,atau 3 dan tidak dibawah nomor urut 

tersebut. Demikian selanjutnya, dari nomor urut 4 hingga 7, misalnya, maka 

seorang perempuan harus diletakan di antara nomor urut 4 hingga 6. 

Akan tetapi, meskipun berbagai kebijakan yang telah dibuat oleh 

pemerintah untuk membantu perempuan dapat terlibat dalam perpolitikan 

namun sebagai contoh kasus masih ditemukan rendahnya keterwakilan 

perempuan dalam lembaga legislatif. Di DPRD kota Bandung ditemukan 

bahwa jumlah anggota DPRD perempuan kota Bandung hanya berjumlah 3 
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(tiga) dari 50 (lima puluh) anggota DPRD terpilih untuk periode 2014-2019. 

Ketiga anggota perempuan terpilih tersebut berasal dari partai PDIP, PKS, 

dan Golkar. Sedangkan partai lain seperti Gerindra, Demokrat, Hanura, 

Nasdem, PPP, dan PKB yang ikut menyertakan calon perempuannya belum 

mampu mendapatkan kursi di DPRD.6 Konstelasi ini mengalami penurunan 

jumlah anggota perempuan jika dibandingkan pada periode DPRD kota 

Bandung 2009-2014 dimana jumlah anggota perempuan terpilih mencapai 9 

(Sembilan) orang.7 Rendahnya jumlah perempuan yang turut serta 

melakukan politik praktis dapat mempengaruhi regulasi yang berkaitan 

dengan kebijakan untuk memenuhi kebutuhan perempuan. 

“jadi memang urusan perempuan itu bisa dipikirkan oleh kaum 

laki-laki dan juga perempuan, tetapi biasanya kaum perempuan 

lebih tahu apa kebutuhannya, namun saya tidak 

mendikotomikan kaum laki-laki, tetapi kadang-kadang ada hal-

hal tertentu yang terkait perempuan dan anak yang lebih 

dimengerti oleh perempuan sendiri, karena dia mengalami itu 

sendiri, terakit dengan itu memang kita merumuskan 

berdasarkan fakta yang terjadi, misalnya katakanlah terkait 

dengan kekerasan terhadap perempuan, kekerasan terhadap 

anak, perlindungan perempuan, perlindungan anak, yang kita 

rasakan masih sangat minim regulasi yang mengaturnya, 

terlebih untuk daerah, karena tugas dari DPRD itu adalah 

membuat perda.”8 

Rekrutmen dan kaderisasi partai politik terhadap sumberdaya 

perempuan sangat penting dilakukan, hal ini bertujuan disatu sisi untuk 

                                                           
6 ‘Profil Anggota Dewan’ http://www.dprd-bandungkota.go.id/ (diakses pada tanggal 7 September 

2016 pkl 13.30 Wib) 
7 ‘Daftar Anggota DPRD Kota Bandung Periode 2009-2014’ 

http://www.jariungu.com/parlemen_profil.php?pageNum_rsAnggotaParlemen1=1&totalRows_rs

AnggotaParlemen1=50&maxRows_rsAnggotaParlemen1=25&idJenisParlemen=5&idParlemen=4

07&idKabKota=377&cariAnggotaParlemenDaerah=y (diakses pada tanggal 7 September 2016 pkl 

14.00 Wib) 
8 Hasil wawancara dengan SM Pengurus DPW PKS Jawa Barat (14 Maret  2017, 14.35 Wib) 



memperbanyak anggota perempuan dalam partai sekaligus memberikan 

kemudahan untuk partai politik dalam memenuhi kuota pencalonan 

perempuan sebagai anggota legislatif.  

Berdasarkan uraian permasalahan diatas maka dalam penelitian ini, 

peneliti akan melakukan penelitian terhadap rekrutmen dan kaderisasi partai 

politik terhadap perempuan dengan judul Rekrutmen dan Kaderisasi 

Perempuan Dalam Partai Politik” Studi kasus DPC/DPD Partai Politik 

Kota Bandung, dimana penelitian ini akan fokus untuk mengetahui 

bagaimana rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik 

khusunya di kota Bandung dan apa yang menjadi faktor penghalang para 

perempuan sehingga tidak mampu untuk berperan dalam dunia politik, salah 

satunya di ranah legislatif. 

Penelitian akan dilakukan pada wilayah kota Bandung. Penelitian 

terhadap rekrutmen dan kaderisasi perempuan dalam partai politik ini 

penting dilakukan untuk mengetahui bagaimana cara dan strategi partai 

politik untuk menjalankan kewajiban sesuai dengan yang telah ditetapkan 

dalam undang-undang diantaranya rekrutmen dan kaderisasi serta 

bagaimana upaya partai politik memanfaatkan rekrutmen dan kaderisasi 

salah satunya untuk memenuhi kuota pencalonan perempuan sebagai 

anggota legislatif. 
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1.2. Rumusan Masalah 

Dengan bertolak pada latar belakang masalah dan rumusan pertanyaan 

yang telah diuraikan diatas, maka yang menjadi rumusan masalah penelitian 

ini dengan menggunakan teori dari David Easton yang terdiri dari input, 

Political System, dan Output  adalah sebagai berikut : 

1. Apa menjadi input dalam proses rekrutmen dan kaderisasi yang 

dilakukan oleh partai politik di DPC/DPD kota Bandung terhadap 

anggota perempuan ?. 

2. Bagaimana proses kaderisasi yang dilakukan oleh DPC/DPD partai 

politik kota Bandung terhadap para rekrutmen perempuan ?. 

3. Bagaimana output dari proses kaderisasi yang dilakukan oleh partai 

politik di DPC/DPD kota Bandung ?.  

4. Apa faktor yang mempengaruhi rendahnya perempuan dalam 

melakukan praktik politik, salah satunya di ranah legislatif ?. 

1.3. Tujuan Penelitian 

Tujuan penelitian ini adalah untuk : 

1. Mendeskripsikan input dalam proses rekrutmen dan kaderisasi yang 

dilakukan oleh partai politik di DPC/DPD kota Bandung terhadap 

anggota perempuan. 

2. Mendeskripsikan proses kaderisasi yang dilakukan oleh DPC/DPD 

partai politik kota Bandung terhadap para rekrutmen perempuan. 

3. Mendeskripsikan output dari proses kaderisasi yang dilakukan oleh 

partai politik di DPC/DPD kota Bandung. 



4. Mendeskripsikan faktor yang mempengaruhi rendahnya perempuan 

dalam melakukan praktik politik, salah satunya di ranah legislatif. 

 

 1.4. Manfaat Penelitian 

Manfaat dari penelitian ini dapat menjadi sumbangsih 

pemikiran yang bermanfaat bagi partai politik terkait pengambilan 

keputusan maupun kebijakan untuk dapat meningkatkan konstelasi 

perempuan untuk melakukan politik praktis melalui rekrutmen dan 

kaderisasi agar mampu menduduki jabatan politik maupun 

berperan aktif dalam pemerintahan. 

  

1.5. Sistematika Penelitian 

       Penelitian ini membahas mengenai Rekrutmen dan Kaderisasi 

Perempuan Dalam Partai Politik” Studi kasus DPC Partai Politik Kota 

Bandung. Dalam penelitian akan berupaya untuk mengidentifikasi 

rekrutmen dan kaderisasi yang dilakukan oleh partai politik. Untuk itu, 

sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas enam bab, yaitu Bab I 

Pendahuluan, Bab II Tinjauan Pustaka, Bab III Metode Penelitian, Bab IV 

Profil Penelitian, Bab V Analisa dan Interpretasi Hasil Penelitian, Bab VI 

Kesimpulan dan Saran. 

 

 

 




